KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDOMESIA

NOMOR : 758 TAHUN 2016
TENTANG

FEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

Menimbang

Mengingat

GUPP! BINANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REFLBLIK INDONESIA,

babhwa dalam rangka meningkatkan askses pendidikan madrasah
yang bermutu, peru membenkan kesampatan masyarakat metalu
organisasi barbadan hukum untuk menyalenggarakan madrasah
sasuai dengan standar nasional pandidikan;

bahwa masa bedaku Zin  operasiohalfpendinan madrasah
sabagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
batmva madrasah sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirianfoparasional madrazah;

bahwa berdasarkan pertimbangan ssbagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huraf ¢, perlu manatapkan Keputusan Mantari
Agama tentang Pemberian Izin Pendirlan Madrasah [btidaivah Guppi
Binanga;

Undang-undang Nomor ; 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2003 Nomor
7B, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4301 ),
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidlkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia
Momor 448068) sebagaimana telahdiubah dengan  Paraturan
Pamearintah Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua alas
Peraturan Pemerintah Momor 19 Tabun 2005 tentang Standar
MNasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomaor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 8870 ;

PF Momor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran MNegara Republik |ndenesia Tahun 2008 Nomor 81,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesla Momor 4864) ;
Peraturan Pamaearintah Nomeor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan{Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Momor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang perubahan
atas Peraturan Femerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Momor 5157) ;

Peraturan Menter! Pendidikan Masional Momor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk  Sekolah
DasarMiadrasan Ictidaiyah, Sekolsh Menengah Pertama/Madrasah
Teanawiyah dan Sekelah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Momor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menterd Pendidikan
dan Kebudayaan Momor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraiuran Menten Pendidikan Masional Memor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Keta;



7. Peraturan Mentern Agama Nomor 850 Tshun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrazah { Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomar 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam MNomor 1385 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang
Diselenggarakan olet Masyarakat,

8.  Keputusan Direktur Jenderal Pendidiken Istarm Momor 5885 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin  Pendirian
Madrazah, Penerbitan Surat Keputusan Penpgganti |zin Pendirizan
Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen |zin Fendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menatapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG FEMBERIAM [ZIN
FENDIRIANOPERASIONAL MADRASAH [IBTIDANYAH GLUFP!
BINAMNGA,

KESATU : Memberikan perpanjangan 1zin  pendirian foperasional madrasah

kepada madrasah sebagaimana tercamtum dalam lampiran yang
merupakan bapian tidak terpisahkan dar Keputusan ini.

KEDUA, ! Pemberian izin opsrasional sebagaimana dimaksud dalam Dikium
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersanghkutan
melakukan pelanggaran sesuai dangan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Kepuiusan ini mulai bertaky pada tanggal dietapkan.

Ditatapkan di Mamuju
pada tanggal 5 Sepember 2016

a.n. MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESLA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAM AGAMA
PROVINS! SULAWEESI BARAT,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 75§

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN! OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

GLUPPL BINANGA,

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRLAN

o

Mama Madrazah

MADRASAH IBTIAIYAH GUPPIBINANGA

2 | Momor Statistik Madrasah 111278060002
|
3 | Alamat Madrasah Walter Manginsidi Mo, Vi
Desa / Kelurahan Labuang
| Kecamatan Banggas Timur
Kabupaten / Kota Majene
Provinal Sulawes| Barat
4 | Nama Organisasi Penyedenggara | YAYASAN PENDIDIKAN GUPFI MAJENE
5 | Akte Notaris Organisasi ;
Penyelanggara MNomor : 44 Tanggal 16 Agustus 2018
§ | Pengesahan Akis Notaris Nomor : AHU-0032586.4H.01.04, TAHUN 2016

Crganisasi Peanyelenggara

a.n. MENTER| AGAMA REFPLIBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA,

PROVINSI SULAWES| BARAT,

29703 1 023




	ijin operasional 2016 12.pdf
	ijin operasional 2016 22.pdf
	ijin operasional 2016 33.pdf

